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Urgensi Revisi UU Peradilan Militer

Selama ini kasus pidana umum yang menyeret prajurit militer selale berujung di meja peradilan militer.
Ironisnya. sederet peristiva menunjukkan tren pemberian vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan jalur
perailan amum kendati perkara pidananya serupa.

Nino Citra Anugrahanto

ren vonis ringan dari
Twuﬂudihn militer terse-
Tt disoroti seju
elemen masyarakat sipil, anta-
ra lain Indonesia Corruplion
Watch (ICW), Amnesty Inter-
national Inda
Lenhaga Bantuan Hukum In-
donesia (YLEUD, Kontras, dan
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi).
Sorotan itu berangkat dari
dn mt‘n‘k.( alas ‘)L‘I'\ii-
1an kasus penyerangan ak-
livis Kontras, Andrie Yunus,
alch Polist Militer TNI yang
terkesan lidak Lransparan, Ter-
Jebiby lagi, upaya penyelespian
hukumnya diarshkan menigju
pengadilan militer.

Keresahan itu fantas mercks
tuangkan dalam sebuzh kon-
len olaborasi tentany ka-

sus-kasus pidand umum yang
dilakukan prajurit militer da-
lam setahun terakhir, Kenten
ilu selanjutnya diunggah puda
akun Instagram ICW, yakni
risahabatiow.

Bukti tren vonis ringan sa-
Tah satunya terjadi pada kisus
penganiavaan hingga tewas
pelajar SMP di Medan, Suma-
tera Utara (Sunut). Pada 30
Oktober 2025, kasus ity men-
jatubkan vonis bagi Sersan Sa-
1 (Sertu) Riza Pahlivi berups
Juakoaman 10 bulan pewjaca dan
dlencla Bp 127 juts dari tun-
tutan semula 1 tahun penjara
dlan dends Rp a0 juts,

Kasus penganiayaan lain
yany juga menjatuhkin vonis
Tingan bagl prajuric TN falah
penyerangan dan pengani
s hingga tewas warga 8
ru-hiru, Deli Serdang, Sumut,
Di antara belasan anggota TNI
yang disickang, terdapat dus
angeota yang sudall dijatuli
hukuma ni Prajurit Kepa-
la (Praka) Saut Mavuli Siahaan
yang dihukum 7 hulan 24 hari
penjara dan Praka Dwi Maula
i Kusuma yang dibukum 9
bulan penjaa pada 3 Juli

oleh warg ‘-IEJIL |lu|\um.mn\.1
justru lebih berat

1al it selidaknya terlihat
pada kasus penganiayaan hing-
1 Lewas el man
vang menyeret tujub warga si-
pil sebagal terdakwa, Pada 10
Februari 2026, Sukamto, Yosin,
Andreas Kevin, dan Lintang
ahun 10 bulan pen-
lehih hcr il lhj uuh

Mubammad § vkl
O tahun penjara. Vonis tethe-
rat dijatubkan kepads Mu-
lmmm ]!L\.mda Kmn Her-
1 :

'mm itu, tujuh teld ku w
tlikenal denda masing-masing
By 1 miliar dan biaya re:
Lotal Bp 348 juta.

Bahkan, hukunsan tak s
atubkan p
10 Yang sama ke-
Likca sipil dan TRT sama-sama
terlibat

Peristia it terjudi pack
kasus sindikat perdagangan L2
wﬂ‘m“"l]lﬂl.\ Pl 16

ANy e
dikenad vonis 7 ﬂum peljara
than denda Bp 500 jula serla
Apda Al Hardadi Siregar, apa-
ral kepolisian yang menjalani
sidang peradilan wnun. divo-
nis ukuman 7 tahun penjars
dam denda Kp 500 juta,

Sementar dus lendakowa L
in vausg berlatao belakang sc-
buagsi prajurit TNI, yakni Serks
Yusuf Harahap din Serda Rah-
muatkani. hanya dlivonis hukum-
i | tahun penjara dan denda
Rp 100 juta

Problem paradigmatik
Terkait tren vonis ringan,
dissen Hukum Tata Negara da-

1 Sckolah Tinggi Hukum In
dhonesia Jentera, Bivitri Susan-
i, menjelaskan, peradilaon nili

ler mempinyal persoalan
paradigniatik ketika digunakan
untuk mengadili tindak pidama
umun, Pasalnya, hukum pi
na adalah hukum publik. Seba-
liknya, peradilan militer esen-
sinya sekadar disiplin militer,

va, salah untuk me-
nenyplkan tindak piding se-
perti pembunuhan, penipus,
pemerkosaan, dan segala ma-
camnya ke sebuah institusi
yany hanya mengenali tindak-
an pelinggaran itu semata-mia-
L soal disiplin atau Lidak di-
siplin,” kata Bivitri.

Tak huanya ilu, menurut Bi-
vitri, keseluruban sistem insti-
tusi militer menambsh Kam-
batan penegakan hukum da-
Lam jalur peradikin mililer.
Pasalnya, semua pihak yang
Lerlihal dalam upaya penegak-
an hukum juga bersetagam
lentar. Hanya pangkal yang
lmmlwnk\ln satu samit lain
an pelik mengi-
ngat institusi militer mempu-
nyai kultur hierarkis yang k-
at. Inilah yang sering kali
membual pihiak hersalah
dalaon berbagai perkara scba-
s para prajuril berpangkat
rendall

“Kita jugs mengensl sem-
ngat kovsa vang tinggi dari
TN Jaeli, il kecenderungn
mercka akan melindung cir
ele-nya tau korpsnya sendird,
Ada pandangan-pandangan s¢-
perti it kata Hivitri

Sebenanys, jelas Bivid,
prajuril TNI hisy menjalani
peraditan umum jika merujuk
Paasal 65 dhari U nelanys-Undng
(UL} Nomor 34 Talwun 2004
tentang TNI Dilam pasal ilu,
prajurit TNI ditaruskan tun-
duk peadla peralilan umum jika
terlibat perkara tindak pidana
umnum. Hanya ssja, pasal itu
baru bisa diberlakukan ketika
revis UL Peradilan Militer su-
daby dilakukan,

Mesalshnya, amjut Bivitri,
UU Nomor 31 Tahun 1997 ten
Ly Peralilan Militer tak kun-

Jung direvisi. [a lmtas mem

“*\I‘\RL \l“*] |\lll\ \
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ATATIN

Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus membentangkan spanduk di halaman Kementerian Selaetariat Negara, Jakanta, Jumat

(17440200, Koalisi sekeligus menyerahkan sural unluk Presiden Prabowo Subianto dari Andrie Yunos yang isinys mendes:

k agar

para pelaku teror peiyiraman air eras kepadanya diproses dan diselesaikon melalul peradilan nmum, bukan ucmduan militer.

perfangakan komitmen peme-
rinfal dany pembuat UL wntuk
mereformasi militer sepenuh-
nya Bahka, ia menduga, ve-
wulasi itu senlah sengaja unluk
tidak scgera direvisi,
"Pasvarefarmast, semuz U1
tentang peradilan itu sudah di-
revisi, Nah, peraclilan militer
ini sudal beberapa kali kami
dehvokasikan. Kemungkinan ini
memang ditaban dengan ke
Yanaban politik,” kala Bivitri.
Difyubung scara terpisah
Direktur Eksekulif Amnesty
International Indonesia Us-
min Hamid menyatakan, ke-
bertangsungan peradilan mili-
ter sampai sekarang adalah sa-
lah satu warisan pemerintahan
militer (1968) dan rezim atori-
tet (1078-1008). Baginy:
risan itu semestings ditinggal-
koot Pasalnya, negara sudah

menelspkan dirt sebgai nega-
ra demokratis.

Semasa revim militer ber-
luasa, jelas Usman, peradilan
militer semacam menjudi ds-
tem kekebalan politik bagi
anggiots militer, terutama pary
perwira. Ia menyayangkan me
kanisme peradilan militer ma-
sih saja digunakan unfuk me-
nindak pm(md militer aklif
willaw wegerd ind telah et
jalant (ransisi demok i
Refornyasi 1998, Sejaul ind, se-
but dia, peradilan militer jus-
tru sering menghasilkan im-
punitis atis hasus-hasus keja-
hatan dan pelanggaran HAM
yany mereka tangani.

"Mereka ingin menghindai
ristko maksimal sekaligus me-
rasa memilikd otonomi kelem
hagaan militer di ez kunei
termasuk peradilan. Mercka

Jugs pe
bungan keselarasan antm
elite palitik dan militer mem-
buat mercka bisa terhindar
i jangkauan hukum," lerany
Usmian soal bertalanya per-
alilan militer it

Anggota Komisi 1 DFR dari
Fraksi FDI-F TH Hasanuddin,
tak menungkiri jika UL Per-
.«Nm \Iilmrlnhmjut‘.\s di-

wmanat revisi

Militer nralah tidak ikut dilak-
sanakan, Alhasil, semus per-
buatan prajovit yane melang-
sar hukum disitdangkan pada
pengadilan militer, tak terke-
cnli kasug |W\|l\'|‘\‘)-)\|£.1|ﬂ ter-
liadap Andrie Yunue,
[ iy kasus An-

drie. menurut Hasmuddin, se

yenap pihak hendakny
ikt asas lukum yang b
mengingat helum ada re
atas UL Peradifan Militer.
Kendati demikian, fa meng-
harapkan agar kelak proses
persidangan bisa transparan
dan alamtabel. Lebih dari itu,
T menginginkan acanya revisi
UL Peradilan Militer sciring
hanyaknya insiclen mengenai
peneraga aturn itw

“Ke dlepan, menuru hemat
sayi banyak pengalanian, ba
nvak hal, sehsiknys mungkin
difakulan ratifikasi atau revisi
dlari UL TN ini. Khususnya
peraditan militer. Dengan de
mikian, prajurit TNT yang
meludukan perbuatan pidana
sipil sebaiknys di pengadilan
«pil. Untuk urusan-wrosan mi
liter, ya, di pengadilan militer,”
kata Hasanuddin.
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